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INSTRUKSI WALIKOTA SURABAYA
NOMOR 4 TAHUN 2008

TENTANG
PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA
3 TAHUN 2008 TENTANG PENGENDALIAN PENCEMARAN UDARA

WALIKOTA SURABAYA,

. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Daerah Kota
Surabaya Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pengendalian Pencemaran
Udara, maka perlu menetapkan Instruksi Walikota tentang
Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun
2008 tentang Pengendalian Pencemaran Udara.

: 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/
Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2
Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19
Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian
(Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 22 Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3274);

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 49
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan
(Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100 Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3495);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan
Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);

6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004
Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah
kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008
(Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4844);



8. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 tentang
Pemeriksaan Kendaraan di Jalan (Lembaran Negara Tahun
1993 Nomor 60 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3528);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan
dan Pengemudi (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 62
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3530);

10.Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang
Pengendalian Pencemaran Udara (Lembaran Negara Tahun
1999 Nomor 86 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3853);

11.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4593);

12.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);

13.Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor :
KEP-13/MENLH/3/1995 tentang Baku Mutu Emisi Sumber Tidak
Bergerak.

14.Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor
KEP-48/MENLH/11/1996 tentang Baku Tingkat Kebisingan;

15.Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor
KEP-49/MENLH/11/1996 tentang Baku Tingkat Getaran;

16.Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor
KEP-50/MENLH/11/1996 tentang Baku Tingkat Kebauan;

17.Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor
KEP-45/MENLH/10/1997 tentang Indeks Standar Pencemar
Udara;

18.Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor
KEP-141 Tahun 2003 tentang Ambang Batas Emisi Gas Buang
Kendaraan Bermotor Yang Sedang Diproduksi (Current
Production);

19.Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 05 Tahun
2006 tentang Ambang Batas Emisi Gas Buang Kendaraan
Bermotor Lama,;

20.Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Izin Gangguan (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2004
Nomor 1/C);

21.Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2004 tentang
Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah (Lembaran Daerah Kota
Surabaya Tahun 2004 Nomor 2/E);



22.Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 15 Tahun 2005 tentang
Organisasi Lembaga Teknis Kota Surabaya (Lembaran Daerah
Kota Surabaya Tahun 2005 Nomor 4/D);

23.Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2008 tentang
Pengendalian Pencemaran Udara (Lembaran Daerah Kota
Surabaya Tahun 2008 Nomor 3 Tambahan Lembaran Daerah
Kota Surabaya Nomor 3).

MENGINSTRUKSIKAN :

Kepada : Sdr. Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Kota
Surabaya.

Untuk

KESATU . a. Segera mengambil langkah-langkah dalam rangka pelaksanaan

Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2008 tentang
Pengendalian Pencemaran Udara sebagai berikut :

1. melaksanakan penataan administrasi dalam rangka
pelaksanaan pengendalian pencemaran udara;

2. melaksanakan penyuluhan dan sosialisasi Peraturan Daerah
Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pengendalian
Pencemaran Udara,

3. guna kelancaran pelaksanaan Peraturan Daerah Kota
Surabaya Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pengendalian
Pencemaran Udara, agar menyiapkan rancangan Peraturan
Walikota tentang :

a). pedoman dan tata cara pelaporan hasil pemantauan
pengendalian pencemaran udara;

b). tata cara pemberian sanksi administrasi.

b. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait sesuai keperluan.

KEDUA . Melaporkan hasil pelaksanaan Instruksi Walikota ini kepada
Walikota Surabaya.

KETIGA . Instruksi Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 24 Juni 2008

WALIKOTA SURABAYA,

ttd

BAMBANG DWI HARTONO

Tembusan :
Yth. Sdr. Kepala Badan Pengawas Kota Surabaya.
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